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PENDAHULUANPENDAHULUAN
Direktorat Bina Pengantar Kerja adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas standar kualitas dan profesionalitas jabatan fungsional

Pengantar Kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memantau penerapan jabatan fungsional Pengantar Kerja. Pemantauan pada

tugas-tugas yang dilaksanakan akan menyediakan data yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi penerapan jabatan fungsional

Pengantar Kerja dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan bagi perencanaan dan penerapan kebijakan berikutnya.

Untuk menyediakan data tentang tugas apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pengantar Kerja termasuk kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas, Direktorat Bina Pengantar Kerja melakukan surveI pemetaan tugas Pengantar Kerja dengan sasaran Pengantar Kerja yang

berada di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi,

Kabupaten, dan Kota.

SurveI dilaksanakan menggunakan kuesioner online dengan google form. Penyebaran link kuesioner pada 28 April 2025 sampai 4 Juni 2025

dengan data yang diterima sebanyak 738 respon.

Instrumen survei menggali informasi terkait tugas yang dilaksanakan oleh Pengantar Kerja di unit kerjanya beserta jumlah output dari setiap

tugas yang dilaksanakan. Instrumen juga mengumpulkan Informasi tentang kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Informasi kendala

pelaksanaan tugas selanjutnya diolah dengan mengkategorikan seluruh respon kendala dan disajikan sebagai bahan masukan bagi unit yang

berkepentingan.

Untuk memantau hasil pengisian instrumen,  dibuat dasbor pemantauan yang menyediakan rekap data secara  realtime  melalui:

https://s-link.kemnaker.go.id/Dasbor_PemetaanTugasPK (dasbor data nasional) 

https://s-link.kemnaker.go.id/DasborProvinsi_PemetaanTugasPK (dasbor data per provinsi)

https://s-link.kemnaker.go.id/Dasbor_PemetaanTugasPK
https://s-link.kemnaker.go.id/DasborProvinsi_PemetaanTugasPK


STANDAR KOMPETENSI JABATANSTANDAR KOMPETENSI JABATAN
Instrumen pemetaan tugas Pengantar Kerja disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja (KepmenPANRB

nomor SKJ.1 tahun 2022) yang terdiri dari 6 subunsur kompetensi teknis dan diturunkan dalam 17 klaster item (tugas) kuesioner.



STANDAR KOMPETENSI JABATANSTANDAR KOMPETENSI JABATAN
Standar Komepetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang dibagi dalam 6 subunsur kompetensi teknis membagi subunsur tugas menurut

jenjang jabatan Pengantar Kerja.

Unit kompetensi

bukan unit kompetensi



PROFIL RESPONDENPROFIL RESPONDEN
PROFIL RESPONDEN 
(Total: 738 responden dari 1.713 Pengantar Kerja di seluruh Indonesia)

Responden berdasarkan jenjang

Responden berdasarkan golongan Responden berdasarkan status

Responden berdasarkan level instansi

Responden berdasarkan mekanisme
pengangkatan

Responden berdasarkan wilayah



Pengantar Kerja yang melaksanakan tugas AK dan non AK

Pengantar Kerja yang hanya melaksanakan tugas AK 

Pengantar Kerja yang hanya melaksanakan tugas non AK

Pengantar Kerja tidak melaksanakan tugas AK dan non AK

Total responden: 738 orang

          Mengerjakan tugas

          Tidak mengerjakan tugas

EXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARY
Hampir seluruh responden (719 respon/97,43%) menyatakan melaksanakan

tugas pelayanan antar kerja.

Data responden berdasarkan klaster tugas Pengantar Kerja:

*AK: Antar Kerja

 TKA: Tenaga Kerja Asing

 AKL: Antar Kerja Lokal

 AKAD: Antar Kerja Antar Daerah

 AKAN: Antar Kerja Antar Negara



EXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARY
Terdapat 526 (71,27%) responden dari 738 responden yang juga melaksanakan

tugas selain tugas antar kerja. 

Hasil survei menemukan sebanyak 98 responden menyatakan melaksanakan tugas

di luar antar kerja, namun setelah diverifikasi lebih lanjut responden memberikan

jawaban yang merupakan tugas antar kerja. Hal ini menunjukkan 19,5% responden

belum memahami layanan antar kerja. 



Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas tersebut akhirnya berdampak pada layanan penempatan tenaga kerja dan pemenuhan lowongan kerja.

Pengantar Kerja menyampaikan berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas layanan, yaitu:

Pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) masih belum optimal.

Kesulitan mendapatkan akses ke pemberi Kerja.

Kurangnya data lowongan pekerjaan dan data Pencari Kerja baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kesulitan dalam proses job matching.

Keterbatasan anggaran dan sarana untuk mendukung pelaksanaan layanan.

EXECUTIVE SUMMARYEXECUTIVE SUMMARY

TUGAS

JOB FAIR

PEMBINAAN KELEMBAGAAN &
SUMBER DAYA PENEMPATAN

LAYANAN 
PENEMPATAN TENAGA KERJA/

PEMENUHAN LOWONGAN KERJA
KENDALA

DATA PENCARI KERJA

ANGGARAN & SARANA

DATA LOWONGAN PEKERJAAN

AKSES KE PEMBERI KERJA

JOB MATCHING

INFORMASI PASAR KERJA

AKL, AKAD, AKAN

JOB CANVASSING

TUGAS

PENGEMBANGAN
ANTAR KERJA

EVALUASI & LAPORAN
PELAKSANAAN ANTAR KERJA

PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING 

PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

PERENCANAAN PELAKSANAAN
ANTAR KERJA

ANALISIS JABATAN

DISABILITAS

PENYULUHAN JABATAN

BIMBINGAN JABATAN

KENDALA

ANGGARAN & SARANA

KOMPETENSI

*Kendala yang ditampilkan merupakan hasil pengelompokan jawaban terbuka
responden pada tiap subunsur kompetensi. Setiap kendala mencerminkan isu
yang paling banyak disebutkan oleh responden untuk subunsur tersebut.



PEMBAHASANPEMBAHASAN



1. PERENCANAAN PELAKSANAAN ANTAR KERJA1. PERENCANAAN PELAKSANAAN ANTAR KERJA
Dari total 738 responden, terdapat 424 responden yang menyatakan melaksanakan perencanaan pelaksanaan antar kerja.



1. PERENCANAAN PELAKSANAAN ANTAR KERJA1. PERENCANAAN PELAKSANAAN ANTAR KERJA
Dari 424 responden yang menyatakan melaksanakan perencanaan pelaksanaan antar kerja dan 267 responden yang menyampaikan kendalanya,

sebagai berikut:

1.Pengantar Kerja terindikasi membutuhkan peningkatan kompetensi terkait tugas Perencanaan Pelaksanaan Antar Kerja. Peningkatan dengan

adanya kendala terkait pemahaman dan keterampilan perencanaan pelaksanaan antar kerja, serta kebutuhan dokumen/referensi terkait

perencanaan pelaksanaan antar kerja (64 respon/23,97%).

2.Terdapat Pengantar Kerja yang salah dalam memahami kompetensi Perencanaan Pelaksanaan Antar Kerja menjadi Perencanaan Tenaga

Kerja (makro/mikro) berdasarkan butir tugas Pengantar Kerja lama (88 respon/32,96%).

3.Kendala dalam hal koordinasi dengan Atasan dan antar anggota tim (24 respon/8,99%).

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (84 respon/31,46%).

5.terdapat 172 Pengantar Kerja Ahli Pertama yang menyatakan melaksanakan tugas ini, di mana perencanaan pelaksanaan antar kerja bukan

unit kompetensi untuk jenjang Ahli Pertama.



1. PERENCANAAN PELAKSANAAN ANTAR KERJA1. PERENCANAAN PELAKSANAAN ANTAR KERJA
Data responden yang

melaksanakan

perencanaan

pelaksanaan antar

kerja tiap provinsi.



2. ANALISIS JABATAN2. ANALISIS JABATAN
Dari 738 total responden, terdapat 276 responden yang menyatakan melaksanakan analisis jabatan.



2. ANALISIS JABATAN2. ANALISIS JABATAN
Dari 276 responden yang menyatakan melaksanakan analisis jabatan dan 148 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai berikut:

1.Pengantar Kerja terindikasi membutuhkan peningkatan kompetensi terkait tugas Analisis Jabatan dengan adanya kendala terkait

pemahaman dan keterampilan serta kebutuhan dokumen/referensi terkait analisis jabatan (72 respon/48,65%).

2.Kendala dalam pengolahan data jabatan yang didapat dari perusahaan yang kurang lengkap dan akurat. Terindikasi faktor kompetensi

mempengaruhi kendala ini (27 respon/18,24%).

3.Terdapat Pengantar Kerja yang salah dalam memahami kompetensi Analisis Jabatan dalam konteks penempatan tenaga kerja menjadi

analisis jabatan dalam konteks internal unit kerja untuk formasi jabatan (13 respopn/8,78%).

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (36 respon/24,32%).

5.Terdapat 2 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas Analisis Jabatan, di mana penempatan tenaga kerja dan

perluasan kesempatan kerja bukan unit kompetensi untuk jenjang Ahli Utama.



2. ANALISIS JABATAN2. ANALISIS JABATAN
Data responden yang

melaksanakan analisis

jabatan tiap provinsi.



3. INFORMASI PASAR KERJA3. INFORMASI PASAR KERJA
Dari 738 total responden, terdapat 587 responden yang menyatakan melaksanakan layanan informasi pasar kerja.



Dari 587 responden yang menyatakan melaksanakan layanan informasi pasar kerja dan 381 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai

berikut:

1.Kendala terkait data IPK (269 respon/70,60%), berupa:

a.Kurangnya data lowongan pekerjaan baik dalam hal jumlah lowongan maupun spesifikasi lowongan.

b.Kurangnya data Pencari Kerja baik dalam hal jumlah maupun kualifikasi Pencari Kerja yang tidak dapat memenuhi lowongan.

c.Kendala dalam validasi informasi lowongan sehingga mempengaruhi ketersediaan data lowongan yang valid.

2.Kendala sarana seperti alat kerja, jaringan internet, platform IPK (44 respon/11,55%).

3.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (54 respon/14,17%).

4.Terindikasi faktor data IPK dan kompetensi mempengaruhi proses pencocokan data lowongan pekerjaan dan data Pencari Kerja.

5.Terindikasi faktor akses ke pemberi kerja mempengaruhi pelaksanaan job canvassing dan hasil dari job canvassing.

6.Terdapat 1 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas Informasi Pasar Kerja, di mana penempatan tenaga kerja dan

perluasan kesempatan kerja bukan unit kompetensi untuk jenjang Ahli Utama.

3. INFORMASI PASAR KERJA3. INFORMASI PASAR KERJA



3. INFORMASI PASAR KERJA3. INFORMASI PASAR KERJA
Data responden yang

melaksanakan

informasi pasar kerja

tiap provinsi.



4. PENYULUHAN JABATAN4. PENYULUHAN JABATAN
Dari 738 total responden, terdapat 472 responden yang menyatakan melaksanakan penyuluhan jabatan.



Dari 472 responden yang menyatakan melaksanakan penyuluhan jabatan dan 401 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai berikut:

1.Pengantar Kerja terindikasi membutuhkan peningkatan kompetensi terkait tugas Penyuluhan Jabatan (232 respon/57,86%), dengan adanya

kendala berupa:

a.Peningkatan pemahaman dan keterampilan melaksanakan penyuluhan jabatan.

b.Kebutuhan dokumen/referensi terkait Penyuluhan Jabatan.

c.Penyusunan data dukung dan materi penyuluhan.

d.Public speaking dan penguasaan kelas.

2.Kendala lain yang disampaikan terkait sarana penyuluhan online, akomodasi dan transportasi penyuluhan, keterbatasan sdm dan waktu,

serta prioritas tugas lain (169 respon/42,14%). 

3.Terdapat 2 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas Informasi Pasar Kerja, di mana penempatan tenaga kerja dan

perluasan kesempatan kerja bukan unit kompetensi untuk jenjang Ahli Utama.

4. PENYULUHAN JABATAN4. PENYULUHAN JABATAN



4. PENYULUHAN JABATAN4. PENYULUHAN JABATAN
Data responden yang

melaksanakan

penyuluhan jabatan

tiap provinsi.



5. BIMBINGAN JABATAN5. BIMBINGAN JABATAN
Dari 738 total responden, terdapat 425 responden yang menyatakan melaksanakan bimbingan jabatan.



5. BIMBINGAN JABATAN5. BIMBINGAN JABATAN
Dari 425 responden yang menyatakan melaksanakan bimbingab jabatan dan 258 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai berikut:

1.Pengantar Kerja terindikasi membutuhkan peningkatan kompetensi terkait tugas Bimbingan Jabatan (179 respon/69,38%),  dengan adanya

kendala berupa:

a.Pemahaman dan keterampilan melaksanakan tugas.

b.Kebutuhan instrumen dan bahan pendukung dalam pelayanan bimbingan jabatan. 

2.Kendala lain yang disampaikan terkait sarana bimbingan jabatan online, ruang bimbingan, keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta

prioritas tugas lain (79 respon/30,62%).



5. BIMBINGAN JABATAN5. BIMBINGAN JABATAN
Data responden yang

melaksanakan

bimbingan jabatan

tiap provinsi



6. AKAD, AKL, AKAN6. AKAD, AKL, AKAN
Dari 738 total responden, terdapat 420 responden yang menyatakan melaksanakan AKAD, AKL, AKAN.



6. AKAD, AKL, AKAN6. AKAD, AKL, AKAN
Dari 420 responden yang menyatakan melaksanakan AKAD, AKL, AKAN dan 224 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai berikut:

1.Kendala dari sisi pencari kerja dalam layanan terkait minat, pengetahuan, dan kualifikasi Pencari Kerja yang kurang mendukung untuk

ditempatkan (59 respon/26,34%).

2.Kendala dari sisi pemberi kerja dalam layanan terkait terbatasnya informasi lowongan dan kendala dalam pengumpulan laporan penempatan

(37 respon/16,52%).

3.Kendala penanganan penempatan unprosedural (25 respon/11,16%).

4.Pengantar Kerja menyampaikan kebutuhan peningkatan kompetensi terkait layanan AKAD, AKL, AKAN (33 respon/14,73%).

5.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (54 respon/24,11%).

6.Terdapat 1 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas Informasi Pasar Kerja, di mana penempatan tenaga kerja dan

perluasan kesempatan kerja bukan unit kompetensi untuk jenjang Ahli Utama.



6. AKAD, AKL, AKAN6. AKAD, AKL, AKAN
Data responden yang

melaksanakan AKAD,

AKL, AKAN tiap

provinsi.



7. DISABILITAS7. DISABILITAS
Dari 738 total responden, terdapat 354 responden yang menyatakan melaksanakan tugas pelayanan disabilitas.



7. DISABILITAS7. DISABILITAS
Dari 354 responden yang menyatakan melaksanakan tugas pelayanan disabilitas dan 231 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai

berikut:

1.Pengantar Kerja terindikasi membutuhkan peningkatan kompetensi terkait tugas pelayanan disabilitas (197 respon/85,28%), dengan adanya

kendala berupa:

a.Pemahaman dan keterampilan dalam pendampingan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas.

b.Pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi stigma yang dialami penyandang disabilitas.

c.Pemahaman tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD). 

d.Kendala dalam proses job canvassing penyandang disabilitas (pencarian lowongan dan data penyandang disabilitas).

2.Kendala ketersediaan sarana dalam pelayanan disabilitas dan sarana yang ramah disabilitas (34 respon/14,72%).



7. DISABILITAS7. DISABILITAS
Data responden yang

melaksanakan layanan

disabilitas tiap

provinsi.



8. PELAYANAN PENCARI KERJA8. PELAYANAN PENCARI KERJA
Dari 738 total responden, terdapat 570 responden yang menyatakan melaksanakan pelayanan pencari kerja.



8. PELAYANAN PENCARI KERJA8. PELAYANAN PENCARI KERJA
Dari 570 responden yang menyatakan melaksanakan pelayanan pencari kerja dengan 302 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai

berikut:

1.Kendala dalam pencocokan data Pencari Kerja dengan data lowongan kerja (131 respon/43,38%). Kendala ini disebabkan oleh:

a.Kualifikasi pencari kerja yang tidak dapat memenuhi spesifikasi jabatan .

b.Ketersediaan jumlah dan jenis lowongan pekerjaan untuk dicocokan dengan data Pencari Kerja.

2.Kendala sarana kerja berupa perangkat yang kurang memadai, platform, dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan (87

respon/28,81%).

3.Kendala dalam pengumpulan data penempatan baik dari Pencari Kerja yang telah ditempatkan maupun dari perusahaan yang menempakan

(31 respon/10,26%).

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (26 respon/8,61%).



8. PELAYANAN PENCARI KERJA8. PELAYANAN PENCARI KERJA
Data responden yang

melaksanakan

pelayanan pencari

kerja tiap provinsi.



9. PELAYANAN PEMBERI KERJA9. PELAYANAN PEMBERI KERJA
Dari 738 total responden, terdapat 484 responden yang menyatakan melaksanakan pelayanan pemberi kerja.



9. PELAYANAN PEMBERI KERJA9. PELAYANAN PEMBERI KERJA
Dari 484 responden yang menyatakan melaksanakan pelayanan pemberi kerja dengan 221 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai

berikut:

1.Kendala mendapatkan akses ke pemberi kerja dalam mengumpulkan data lowongan pekerjaan dan laporan penempatan (51 respon/23,08%).

2.Kendala dalam pendataan informasi lowongan kerja termasuk kelengkapan spesifikasi lowongan pekerjaan (79 respon/35,75%).

3.Kendala dalam pencocokkan data lowongan pekerjaan dengan data Pencari Kerja, Pengantar Kerja kesulitan dalam pencocokan karena

jumlah dan jenis lowongan yang terbatas (41 respon/18,55%). 

4.Kendala dalam keterampilan penggunaan platform, pemahaman tentang layanan pemberi kerja bukan sekedar pencarian lowongan (18

respon/8,14%).

5.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (27 respon/12,22%).



9. PELAYANAN PEMBERI KERJA9. PELAYANAN PEMBERI KERJA
Data responden yang

melaksanakan

pelayanan pemberi

kerja tiap provinsi.



10. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA10. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Dari 738 total responden, terdapat 459 responden yang menyatakan melaksanakan perluasan kesempatan kerja.



10. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA10. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Dari 459 responden yang menyatakan melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan 231 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai

berikut:

1.Kendala dalam melakukan pendampingan kelompok penerima program yang juga dipengaruhi oleh faktor motivasi peserta (89

respon/38,53%), responden juga menyampaikan kebutuhan pengembangan kompetensi dalam melakukan pendampingan.

2.Kendala penjangkauan lokasi kegiatan baik jarak, cuaca, kondisi kepulauan dan akses komunikasi (30 respon/12,99%).

3.Kendala dari proses bisnis dan seleksi peserta program yang tidak melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan sosialisasi program yang dirasa

kurang (8 respon/3,46%). 

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (17 respon/7,36%).



10. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA10. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Data responden yang

melaksanakan

perluasan kesempatan

kerja tiap provinsi



11. JOB CANVASSING11. JOB CANVASSING
Dari 738 total responden, terdapat 392 responden yang menyatakan melaksanakan job canvassing.



11. JOB CANVASSING11. JOB CANVASSING
Dari 392 responden yang menyatakan melaksanakan job canvassing dengan 265 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai

berikut:

1.Kendala  dalam mendapatkan akses ke pemberi kerja (perusahaan/HRD sulit ditemui) sehingga kesulitan dalam mendapatkan

informasi lowongan kerja (162 respon/61,13%), 

2.Kendala pada kualifikasi pencari kerja yang tidak dapat dipasarkan kepada lowongan yang tersedia (27 respon/10,19%).

3.Kendala ketersediaan anggaran untuk melaksanakan job canvassing (36 respon/13,58%) 

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (34 respon/12,83%).

5.Terdapat 1 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas job canvassing, di mana tugas tersebut bukan unit

kompetensi untuk jenjang Ahli Utama.



11. JOB CANVASSING11. JOB CANVASSING
Data responden yang

melaksanakan job

canvassing tiap

provinsi



12. JOB FAIR12. JOB FAIR
Dari 738 total responden, terdapat 474 responden yang menyatakan melaksanakan job fair.



12. JOB FAIR12. JOB FAIR
Dari 474 responden yang menyatakan melaksanakan job fair dengan 306 responden yang menyampaikan kendalanya, sebagai berikut:

1.Kendala dalam meningkatkan minat pemberi kerja untuk ikut serta dalam job fair yang mempengaruhi pada informasi lowongan yang

ditawarkan saat jobfair belum optimal. Pemberi kerja juga kurang optimal dalam penyampaian laporan hasil job fair (165 respon/52,55%).

2.Kendala ketersediaan anggaran untuk melaksanakan job fair (84 respon/26,75%).

3.Kendala dalam pencocokkan data lowongan pekerjaan dengan data Pencari Kerja, Pengantar Kerja kesulitan dalam pencocokan karena

jumlah dan jenis lowongan yang terbatas (12 respon/3,82%). 

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan sdm dan waktu, serta prioritas tugas lain (18 respon/5,73%).

5.Terdapat 2 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas job fair, di mana tugas tersebut bukan unit kompetensi untuk

jenjang Ahli Utama.



12. JOB FAIR12. JOB FAIR
Data responden yang

melaksanakan job fair

tiap provinsi.



13. PENGENDALIAN PENGGUNAAN TKA13. PENGENDALIAN PENGGUNAAN TKA
Dari 738 total responden, terdapat 214 responden yang menyatakan melaksanakan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.



13. PENGENDALIAN PENGGUNAAN TKA13. PENGENDALIAN PENGGUNAAN TKA
Dari 214 responden yang menyatakan melaksanakan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dengan 102 responden yang menyampaikan

kendalanya, sebagai berikut:

1.Kendala dalam melakukan monitoring TKA, di mana terdapat ketersediaan data dan ketidaksesuaian data TKA dengan kondisi di lapangan,

kurangnya jumlah TK pendamping, dan adanya indikasi perusahaan pengguna yang menyalahgunakan izin TKA (59 respon/57,84%).

2.Kendala belum adanya Peraturan Daerah dan SOP pelayanan (10 respon/9,80%).

3.Kendala dalam proses verifikasi saat adanya ketidaksesuaian data (5 respon/4,90%)

4.Kendala lain yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran, sarana, dan prioritas tugas lain (28 respon/27,45%).
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14. PERIJINAN & PEMBINAAN KELEMBAGAAN 14. PERIJINAN & PEMBINAAN KELEMBAGAAN 
Dari 738 total responden, terdapat 311 responden yang menyatakan melaksanakan perijinan dan pembinaan kelembagaan.



14. PERIJINAN & PEMBINAAN KELEMBAGAAN 14. PERIJINAN & PEMBINAAN KELEMBAGAAN 
Dari 311 responden yang menyatakan melaksanakan perijinan dan pembinaan kelembagaan dengan 139 responden yang menyampaikan

kendalanya, sebagai berikut:

1.Kendala keterbatasan anggaran, sarana, dan prioritas tugas lain (50 respon/35,97%).

2.Pengantar Kerja merasakan kendala dalam melakukan penjangkauan kepada lembaga. Hal ini diakibatkan karena ketersediaa data lembaga

penempatan yang minimal, keterampilan monitoring dan kurangnya respon dari lembaga penempatan. Penjangkauan ini juga mengakibatkan

adanya kendala dalam pengumpulan laporan penempatan (89 respon/63,03%).

3.Terdapat 33 Pengantar Kerja Ahli Madya dan 1 Pengantar Kerja Ahli Utama yang menyatakan melaksanakan tugas perijinan dan pembinaan

kelembagaan, di mana tugas tersebut bukan unit kompetensi untuk jenjang Ahli Madya dan Utama.



14. PERIJINAN & PEMBINAAN KELEMBAGAAN 14. PERIJINAN & PEMBINAAN KELEMBAGAAN 
Data responden yang

melaksanakan

perijinan dan

pembinaan

kelembagaan tiap

provinsi.



15. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN 
       PELAYANAN ANTAR KERJA
15. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN 
       PELAYANAN ANTAR KERJA

Dari 738 total responden, terdapat 305 responden yang menyatakan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelayanan antar kerja.
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15. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN 
       PELAYANAN ANTAR KERJA
Dari 738 total responden, terdapat 305 responden yang menyatakan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelayanan antar kerja

dengan 95 responden yang menyampaikan kendalanya.

1.Kendala keterbatasan sarana dan anggaran, serta prioritas pada tugas lain karena terbatasnya SDM dan waktu (42 respon/44,21%).

2.Kendala juga dialami dalam penyusunan instrumen, pengumpulan dan analisis data termasuk penjangkauan kepada responden dan

penyusunan laporan (53 respon/55,79%).

3.Terdapat 113 Pengantar Kerja Ahli Pertama yang menyatakan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi dan laporan pelayanan antar kerja,

di mana tugas tersebut  bukan unit kompetensi untuk jenjang Ahli Pertama.
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16. PENGEMBANGAN ANTAR KERJA16. PENGEMBANGAN ANTAR KERJA
Dari 738 total responden, terdapat 210 responden yang menyatakan melaksanakan tugas pengembangan antar kerja.
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Dari 210 responden yang menyatakan melaksanakan tugas pengembangan antar kerja dengan 98 responden yang menyampaikan kendalanya,

sebagai berikut:

1.Kendala keterbatasan anggaran dan prioritas tugas lain (47 respon/47,96%).

2.Pengantar Kerja membutuhkan pengembangan kompetensi terkait pengembangan antar kerja (21 respon/21,43%)

3.Terdapat Pengantar Kerja yang menyampaikan kendala di luar konteks tugas Pengembangan Antar Kerja (23 respon/23,47%).
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